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ABSTRAK 
 

Menurut ketentuan hukum Islam, pernikahan dilakukan sesuai dengan 

rukun dan syaratnya. Salah satu rukun pernikahan dalam Islam adalah keberadaan 

saksi. Kesaksian dalam pernikahan dianggap sah, jika ia telah memenuhi 

syaratnya yang terkait dengan jenis kelamin. Para ulama secara mayoritas 

menyepakati bahwa saksi harus berjenis kelamin laki-laki. Memang disepakati 

juga bahwa seorang perempuan dapat menjadi saksi. Jumhur ulama menegaskan, 

bahwa satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan, tetapi untuk 

menjadi seorang saksi jumhur ulama‟ berbeda pendapat. Ada tiga klasifikasi, 

Pertama, ulama‟ yang membolehkan dua orang laki-laki, tanpa perempuan. 

Kedua, ulama‟ yang membolehkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan. 

Ketiga, ulama‟ yang membolehkan seorang perempuan, tanpa adanya laki-laki. 

Salah satu ulama‟ yang membolehkan perempuan menjadi saksi dalam pernikahan 

dengan tanpa kehadiran laki-laki ialah Ibnu Hazm. Meskipun dalam pernikahan 

tersebut hanya perempuan yang menjadi saksi tanpa laki-laki, yang penting 

perbandingannya satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan. 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), dengan 

menjadikan tokoh keilmuan hukum Islam sebagai objek kajian. Dalam kajian 

tokoh, ada tiga indikator, yaitu integritas tokoh, karya monumental tokoh, dan 

kontribusi (jasa) atau pengaruhnya terlihat atau dirasakan secara nyata oleh 

masyarakat, baik dalam bentuk pikiran dan lainnya. Sumber data penelitian ini 

adalah kitab Al-Muhalla dan al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, yang merupakan karya 

Ibnu Hazm dalam bidang fikih (pernikahan) dan ushul fikih (istinbath hukum) 

sebagai sumber primer. Selain itu, sumber lain merupakan kitab atau buku dan 

jurnal yang membahas terkait saksi dalam pernikahan sebagai sumber sekunder. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis. 

Dalam pendekatan filosofis ada tiga orientasi yang menjadi pijakan untuk 

memahaminya. Tiga orientasi tersebut ialah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 

Namun, Penelitian ini lebih kepada pendekatan filosofis epistemologi. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, bahwa Ibnu Hazm berbeda 

dengan para jumhur ulama terkait hukum kesaksian perempuan dalam pernikahan. 

Jika para ulama lain membolehkannya dengan syarat harus ada laki-laki, Ibnu 

Hazm menetapkan kebolehan secara mutlak tanpa adanya syarat kehadiran laki-

laki. Kebolehan perempuan menjadi saksi dalam pernikahan tanpa kehadiran laki-

laki menurut Ibnu Hazm didasarkan pada jumlah kuantitas saksi, yaitu empat 

orang saksi perempuan. Dari itu, nilai kesetaraan dan keadilan perempuan menjadi 

saksi masih terbatas, karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. 

Pendapat Ibnu Hazm didasarkan kepada dalil yang tidak keluar dari al-Qur‟an, 

Hadis dan Ijma‟. Sementara metode penemuan hukum Ibnu Hazm menggunakan 

metode Istidlal. Metode Istidlal ini menggunakan pendekatan epistemologi bayani 

dalam memahami teks, kemudian dilakukan sebuah penalaran dengan metode 

burhani. Implikasi pemikiran Ibnu Hazm ini menawarkan alternatif metode yaitu 

metode Istidlal dalam pembaharuan hukum Islam.  

 

Kata kunci: Epistemologi Hukum Islam, Saksi Perempuan, Ibnu Hazm. 
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MOTTO 

 

مًِيٍِحًِالرِ ِنًِحٍِالرِ ِاللًِِمًِسٍِبًِ  
 

ِفٍِأىِِءًِآدىِهىِالشِ ِنىِمًِِفىِوٍِضىِرٍِتػىِِنٍِمًِ ِفًِتىِأىرِىمٍِِاكىِِلهِجيِرىِفػىِِنًٌٍِلىِجيِِرىِنىِوٍِكيِيىِِلّ ٍِِفٍِإًِ,ِفىِمٍِكيِاِلًِجىِرًٌِِنٍِمًِِنًِيٍِدىِيٍهًِِاِشىِكٍِديِهًِشٍِتىِسٍِاكىِ
رل.خٍِلٍيِاامىِدىهيِحٍِإًِِرىِكًٌِذىِتيِاِفػىِمىِدىهيِحٍِإًِِلِ ضًِتىِ  

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang 

lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, 

supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.” (QS. 

Al-Baqarah: 282) 

 

 عنِعبدِاللِبنِعمرِافِرسوؿِاللِصلىِاللِعليوِسلمِقاؿِ:ِفشهادةامرأتنٌِتعدؿِشهادرجل.
Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: 

maka kesaksian dua orang perempuan sebanding dengan kesaksian 

satu orang laki-laki”. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam 

penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba‟ b Be ب

 ta‟ t Te ت

 sa‟ s es (dengan titik di atas) ث

 jim j Je ج

 ha h ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d De د

 zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy es dan ye ش

 sad s es (dengan titik di bawah) ص

 dad d de (dengan titik di bawah) ض
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 ta‟ T te (dengan titik di bawah) ط

 za‟ Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbalik di atas„ ع

 gain G ge غ

 fa‟ F ef ؼ

 qaf Q qi ؽ

 kaf K ka ؾ

 lam L el ؿ

 mim M em ـ

 nun N en ف

 wawu W we ك

 ha‟ H ha ق

 hamzah „ apostrof ء

 ya‟ Y ye م

 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Sunnah سنة

 Ditulis „illah علة

 

III. Ta’ Marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h 

 Ditulis al-Ma‟idah الدائدة
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 Ditulis Islamiyyah إسلامية

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ‟ditulis Karamah al-auliya كرمةِالكلياء

 

IV. Vokal Pendek 

 kasrah ditulis I ـِ

 fathah ditulis A ـَ

 dammah ditulis U ـُ

 

V. Vokal Panjang 

1. Fathah + alif 

 إستحساف
ditulis 

ditulis 

A 

Istihsan 

2. Fathah + ya‟ mati 

 أنثى
ditulis 

ditulis 

A 

Unsa 

3. Kasrah + ya‟ mati 

 العلواني
ditulis 

ditulis 

I 

al-„Alwani 

4. Dammah + wawu mati 

 علوـ
ditulis 

ditulis 

U 

„Ulum 
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VI. Vokal Rangkap 

1. Fathah + ya‟ mati 

 غنًىم
ditulis 

ditulis 

ai 

Gairihim 

2. Fathah + wawu mati 

 قوؿ
ditulis 

ditulis 

au 

Qaul 

 

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dalam 

Apostrof 

 Ditulis a‟antum أأنتم

 Ditulis u‟iddat أعدة

 Ditulis la‟in syakartum لإفِشكرتم

 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis al-Qur‟an القراف

دليلال  Ditulis al-Dalil 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 Ditulis ar-Risalah الرسالة

 ‟Ditulis an-Nisa النساء

 

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
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Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

 Ditulis Ahl al-Ra‟yi أىلِالرأم

 Ditulis Ahl as-Sunnah أىلِالسنة
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KATA PENGANTAR 

مًِيٍِحًِالرِ ِنًِحٍِالرِ ِاللًِِمًِسٍِبًِ  
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DAFTAR TABEL 

Table 1.1 : Karya Ibnu Hazm 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum Islam (Islamic Law) terus menyesuaikan dengan zaman dan 

keadaan
1
 (al-shalihu likulli zamanin wa makanin). Itulah sebabnya hukum Islam 

selalu sesuai untuk ruang dan waktu, karena para pakar hukum Islam terus-

menerus melakukan pengkajian, baik menggunakan teori dan metodologi yang 

telah termaktub dalam al-Qur‟an, Hadis, dan Ijma‟. Dikarenakan beragam 

kepentingan, kebutuhan dan keinginan yang dimiliki manusia dalam setiap lini 

kehidupan yang terus bergerak, maka laki-laki yang lebih sering mengakomodasi. 

Bicara atau mengkaji terkait pernikahan, yang harus dipenuhi ialah syarat-

syarat dan rukun-rukunnya. Salah satu syarat dan rukun pernikahan ialah calon 

pihak laki-laki dan perempuan, saksi dua orang, wali dari perempuan yang akan 

melangsungkan akad nikah.
2
 Beberapa syarat dan rukun tersebut, yang paling 

penting adalah adanya seorang saksi dalam sebuah pernikahan. Berkaitan dengan 

pernikahan, dapat diungkapkan bahwa terdapat macam-macam persoalan, 

sehingga mengakibatkan hak keadilan tidak didapatkan oleh perempuan. 

Persoalan inilah yang berhubungan dengan peran perempuan dalam keluarga, baik 

dalam persoalan saksi nikah maupun yang lainnya.
3
 

Kesaksian dalam akad nikah adalah orang yang benar-benar melihat dan 

mengetahui dengan benar bahwa telah terjadi sebuah pernikahan yang sah antara 

                                                           
1
 Yudian Wahyudi, Hukum Islam: Antara Filsafat dan Politik (Yogyakarta: Pesantren 

Nawesea Press, 2015), hlm. 145. 
2
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 

31. 
3
 Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif  (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm. 80. 
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perempuan dan laki-laki. Sehingga ia bisa mempertanggung jawabkan kepada 

pihak berwenang apabila kemudian hari salah satu pihak ada yang mengingkari 

pernikahannya atau keturunannya, sehingga tercapailah kemaslahatan keduanya. 

Sementara dalam beberapa pengertian lain, sebagai berikut: Pertama, apa 

yang dikatakan atau disampaikan jelas. Kedua, apa yang disampaikan didapat dari 

menyaksikan secara langsung. Ketiga, paham akan suatu peristiwa yang terjadi.
4
 

Dalam pandangan Imam al-Nawawi, persaksian adalah sesuatu yang disampaikan 

dan telah disaksikan. Sedangkan saksi merupakan orang yang menyaksikan 

kesaksian itu.
5
 

Selanjutnya definisi saksi nikah ialah persaksian seseorang terhadap 

berlangsungnya akad dalam pernikahan. Salah satu fungsinya untuk memberikan 

informasi kepada masyarakat pada umumnya agar tidak menimbulkan 

kecemburuan sosial.
6
 Dengan demikian, dapat dipahami dan bisa diambil 

kesimpulannya bahwa begitu pentingnya hadirnya saksi dalam pernikahan. 

Karena ketika saksi tidak ada atau tidak hadir, maka pernikahan tersebut batal. 

Ketika terdapat dua orang yang tanpa diminta kesaksiannya dan dengan 

sendirinya memberikan kesaksian, maka orang lain kewajibannya telah gugur. 

Karena memberikan kesaksian hukumnya ialah Fardhu Kifayah.
7
 Berkaitan 

dengan dasar (dalil), akan diambil dari rujukan hukum Islam yang sudah menjadi 

                                                           
4
 Anggun Malinda, Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, 

Terpidana, Saksi, Korban (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016), hlm. 55. 
5
 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhu Asy-Syafi‟i Al-Muyassar, alih bahasa Muhammad Afifi 

dan Abdul Hafiz, cet. ke-1 (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 509. 
6
 Umul Baroroh, Fiqh Keluarga Muslim Indonesia (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 

2015), hlm. 94. 
7
 Abi Suja‟, al-Iqna‟, juz ke-2 (Semarang: CV. Toha Putra, t.th.), hlm. 314. 
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pijakan khususnya bagi orang Islam. Adapun rujukan hukum Islam yang menjadi 

pijakan orang Islam ialah al-Qur‟an, Hadis, dan Ijma‟. 

Landasan terkait saksi diambil dari surat al-Baqarah [2]: 282, sebagai 

berikut: 

ِفٍِأىِِءًِآدىِهىِالشِ ِنىِمًِِفىِوٍِضىِرٍِتػىِِنٍِمًِ ِفًِتىِأىرِىمٍِِاكىِِلهِجيِرىِفػىِِنًٌٍِلىِجيِِرىِنىِوٍِكيِيىِِلّ ٍِِفٍِإًِ,ِفىِمٍِكيِاِلًِجىِرًٌِِنٍِمًِِنًِيٍِدىِيٍهًِِاِشىِكٍِديِهًِشٍِتىِسٍِاكىِ
8رل.خٍِلٍيِاامىِدىهيِحٍِإًِِرىِكًٌِذىِتيِاِفػىِمىِدىهيِحٍِإًِِلِ ضًِتىِ  

Selain dalam al-Qur‟an, Hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari 

Zaid bin Khalid al-Juhny menjelaskan terkait dasar saksi, bahwasanya Rasullah 

bersabda: 

الذمِيأتيِِقاؿِ:ِأشهِأخ ؟كمِ نًِالشهداءِ ِىوِصلى الله عليه وسلمعنِزيدِابنِخالدِالجهنىِرضىِاللِعنوِأفِالنبىِ
9بااشهادةِقبلِأفِيسألذا.ِركاهِمسلم  

Ibnu Mundzair menyatakan, “Mayoritas ulama setuju, dan berpandangan  

bahwa persaksian perempuan dan laki-laki dibolehkan, pandangan tersebut sejalan 

dengan nas diatas. Akan tetapi, mayoritas ulama membolehkan persaksian 

perempuan dan laki-laki terbatas kepada masalah kekayaan dan pinjaman. 

Mayoritas ulama berpendapat, “Persaksian perempuan dua orang dan laki-laki 

dalam masalah hudud dan qisash tidak boleh”. Dalam kata lain, Ibnu Mundzair 

menyatakan, masalah-masalah yang tidak boleh diketahui oleh laki-laki dan hanya 

persaksian perempuan yang diterima, misalnya masalah menstruasi, proses 

                                                           
8
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya (Surabaya: CV. Karya Utama, 

2005), hlm. 59. 
9
 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9, cet. ke-3 

(Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 499. 
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kelahiran, dan kekurangan perempuan. Berkenaan dengan menjadi saksi dalam 

penyusuan, mayoritas ulama berbeda pendapat.
10

 

Sedangkan ada salah satu ulama yang menyuarakan pendapatnya juga 

yaitu Syekh Shaltut. Syekh Shaltut menyimpulkan, penetapan saksi perempuan 

berjumlah dua orang sebanding dengan seorang saksi laki-laki dalam utang-

piutang bukan disebabkan oleh kelemahan atau cacat dalam diri perempuan. 

Namun, ada pula beberapa tempat dimana perempuan dilibatkan dalam hal utang-

piutang, karena kualitas perempuan dengan laki-laki dianggap sama, termasuk 

dalam “kadar” kesaksiannya.
11

 Tetapi terdapat beberapa ulama yang masih 

berbeda pendapat terkait menjadi saksi dalam nikah, cerai, dan wali. Namun 

jumhur ulama tidak membolehkannya, meskipun sebagian ulama Kufah 

membolehkannya. 

Sedangkan Imam mazhab yang empat sepakat, bahwa syarat sahnya 

pernikahan ialah adanya saksi. Aisyah meriwayatkan Hadis Nabi, sebagai berikut: 

ركاهِالدرقطنيِكابنِحباف.شهِنكاحِاشهِبوليِكشاىدمِعدؿ  

Merujuk kepada Hadis diatas, dalam pernikahan harus ada wali dan saksi. 

Pandangan Imam Syafi‟i, Maliki, dan Hambali sepakat kalau sebuah pernikahan 

tanpa dihadiri dua orang saksi, maka pernikahannya batal. Tetapi pandangan 

berbeda disampaikan oleh Imam Hanafi, hadirnya dua laki-laki atau satu laki-laki 

bersama dua perempuan sudah cukup, meskipun laki-laki dan perempuan tidak 

                                                           
10

 Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqih Wanita, alih bahasa M. Abdul Ghoffar EM, 

cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 636-637. 
11

 Yusuf Qaradhawi, Fiqih Wanita: Segala Hal Mengenai Wanita, alih bahasa Aceng 

Misbah, dkk, cet. ke-1 (Bandung: Jabal, 2006), hlm. 17. 
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adil, itu sudah cukup. Dengan demikian, tidak sah ketika saksi hanya dari kaum 

perempuan.
12

 

Dalam hal ini, merujuk kepada karya Ibnu Hazm dengan judul “Al-

Muhalla”, bahwasanya kesaksian perempuan secara mutlak boleh. Pernyataan 

Ibnu Hazm dalam kitabnya, yaitu: 

بالعلافِالفاشىِ,ِكبشهادةِرجلِكامرأتنٌِعدكؿِ,ِكبشهادةِأربعِفإفِقيلِ:ِفمنِأينِأجزتمِالنكاحِ
13نسوةِعدكؿ   

Artinya : “Dikatakan : pernikahan boleh diumumkan, dengan disaksikan seorang 

laki-laki dan dua orang perempuan yang adil, dan disaksikan empat 

orang perempuan yang adil?”. 
 

Selanjutnya berkata Ibnu Hazm: 

كتابِ"ِكقدِذكرنهِفيِكاماِلربعِالنسوةِفلقوؿِرسوؿِاللِصلى الله عليه وسلمِ"شهادةِالدرأةِبنصفِشهادةِالرجل"
14الشهادات".  

Artinya: “Rasulullah bersabda, “Kesaksian satu orang perempuan separuh 

kesaksian satu laki-laki”. Dan terkait kesaksian disebutkan dalam bab 

saksi”. 

 

Sementara Ibnu Hazm menjelaskan: 

كِلهاِمنِالحدكدِكالدماء,ِكمافيوِالقصاصِكالنكاح,ِكالطلاؽ,ِكالرجعة,ِ كشهِيقبلِفيِسائرِالحقوؽ
كِذلك. 15كالمواؿ,ِإشهِرجلافِمسلمافِعدشهف,ِأكرجلِكإمرأتفكِذلك,ِأكأربعِنسوة  

 

Artinya : “Semua masalah tidak diterima, termasuk dalam masalah hudud dan 

pertumpahan darah. Dan juga dalam masalah pembunuhan, 

pernikahan, perceraian, rujuk, dan harta, kecuali adanya laki-laki 

muslim dan adil keduanya, atau dua perempuan dan satu laki-laki, atau 

empat perempuan.” 

 

Menurut Mansour Fakih, selama ini hukum Islam telah membumikan 

kultur patriarkhi, yakni kelompok laki-laki menjadi kaum yang terdepan. 
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 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 

314. 
13

 Ibnu Hazm, Al-Muhalla, Juz 9 (Beirut: Darul Fikr, t.t), hlm. 412. 
14

 Ibid., hlm. 402. 
15

 Ibid., hlm. 396. 
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Sementara kelompok perempuan termarginalisasi, tersubordinasi, bahkan 

dianggap sebagai makhluk minoritas. Dari itu, perempuan dalam struktur lapisan 

di masyarakat, dianggap sebagai kelompok belakang, bahkan kedudukannya 

setelah laki-laki. Padahal ketika melihat realita dewasa ini, perempuan bukan 

hanya berperan dalam ranah domestik, tapi juga berperan di ranah publik.
16

 

Apalagi dewasa ini, kesetaraan gender (equality gender) banyak yang 

menyuarakan bahkan sudah ada yang mengimplementasikan. Dengan demikian,  

kesempurnaan Islam yang rahmatnya menyeluruh bagi umat Islam tanpa melihat 

jenis kelamin (gender), lalu terlihat sedemikian rupa, seakan rahmat Islam itu 

hanya untuk laki-laki. Di sinilah urgennya kerja-kerja dakwah penyempurnaan 

saat ini, atau dakwah mengembalikan kepada Islam yang sempurna, yang 

rahmatnya benar-benar dirasakan oleh perempuan, sebagaimana laki-laki.
17

 

Berangkat dari pengkajian diatas, sangat menarik untuk diteliti dan 

dianalisis terkait dengan saksi nikah perempuan dalam Pandangan Ibnu Hazm. 

Pandangan Ibnu Hazm memiliki perbedaan dengan jumhur ulama, jumhur ulama 

membolehkan perempuan menjadi saksi dengan didampingi laki-laki. Sedangkan 

Ibnu Hazm secara mutlak kesaksian perempuan dibolehkan dengan jumlah 

(kuantitas) perempuan empat orang. 

B. Rumusan Masalah 

Berkenaan dengan penjelasan latar belakang, terdapat beberapa rumusan 

masalah. Penulis merumuskan beberapa pertanyaan, antara lain: 
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 Hidred Geertz, Kelurga Jawa, alih bahasa Hersri (Jakarta: Grafiti, 1985), hlm. 4-5. lihat 

juga Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1996), hlm. 21. 
17

 Faqihuddin Abdul Kodir, Qira‟ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender 

dalam Islam (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 39. 
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1. Apa dasar atau sumber penemuan hukum perempuan boleh menjadi saksi 

pernikahan perspektif Ibnu Hazm? 

2. Bagaimana metode penemuan hukum terkait kesaksian perempuan dalam 

pernikahan menurut Ibnu Hazm? 

3. Apa implikasi pemikiran Ibnu Hazm terkait kesaksian perempuan dalam 

pernikahan terhadap pembaharuan hukum Islam? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Dalam penelitian mempunyai sebuah tujuan untuk menjelaskan secara 

logis dan sistematis terhadap pokok permasalahan, pokok permasalahan ini 

biasanya mengacu kepada rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian, yaitu: 

1. Menjelaskan dasar atau sumber penemuan hukum perempuan boleh 

menjadi saksi pernikahan perspektif Ibnu Hazm. 

2. Menjelaskan metode penemuan hukum terkait kesaksian perempuan dalam 

pernikahan menurut Ibnu Hazm. 

3. Menjelaskan implikasi pemikiran Ibnu Hazm terkait kesaksian perempuan 

dalam pernikahan terhadap pembaharuan hukum Islam. 

Sementara kegunaan penelitian ini memberikan pencerahan kepada para 

pembaca yang membutuhkan. Penulis berharap, dari segi teoritis dan praktis 

manfaat penelitian ini benar-benar dirasakan. Adapun secara teoritis ataupun 

praktis, antara lain: 

1. Teoritis 

a. Sebagai referensi dalam studi komparatif atau studi lanjutan bagi semua 

pihak yang mendalami lebih jauh mengenai obyek pembahasan. 
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b. Dapat menjadi bahan bacaan kepada siapa saja yang mempunyai 

keinginan untuk menelaah terkait Epistemologi Hukum Islam Ibnu 

Hazm tentang perempuan sebagai saksi pernikahan. 

c. Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan bagi semua orang, 

khususnya para pencari ilmu dan lebih khusus lagi bagi yang membaca 

penelitian ini. 

2. Praktis 

a. Penelitian ini dapat berguna bagi para akademisi lebih khusus kepada 

para mahasiswa dan dosen yang backgrounnya Ilmu Syariah 

Konsentrasi Hukum Keluarga dalam upaya memberi pengetahuan 

terkait Epistemologi Hukum Islam Ibnu Hazm tentang perempuan 

sebagai saksi pernikahan. 

b. Diharapkan menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian 

ini serta menambah pengetahuan dibidang karya ilmiah. 

D. Telaah Pustaka 

Merumuskan permasalahan bagi seorang peneliti sangat penting dan 

membutuhkan sumber dukungan, sumber dukungan tersebut ialah Telaah atau 

kajian pustaka. Dalam melakukan penelitian, peneliti seharusnya berkomitmen 

bahwa ia bermaksud untuk terus menambah pengetahuan yang dimilikinya, 

bertanggung jawab dan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi.
18

 Pada bagian ini 

penulis menyajikan berbagai penelitian terkait studi tentang peran perempuan 
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 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Sumber Sari Indah, 

2008), hlm. 100. 
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dalam pernikahan yang sebagian telah dilakukan. Demikian juga studi-studi yang 

membahas tentang Epistemologi Hukum Islam khususnya kajian pemikiran Ibnu 

Hazm. Studi tersebut dapat penulis klasifikasikan dalam beberapa kelompok, 

sebagai berikut: 

Fokus pertama terkait kajian ini adalah tentang Saksi. Ada beberapa kajian 

tentang Saksi, diantaranya ialah kajian yang dilakukan oleh Pradita N.A., Umi T., 

Abd. Rohman., Nur A., Yulia P., Shofa A., A. Zaini, Yuli S., Unggul Pahmi H. 

Dalam skripsi yang berjudul “Status Kesaksian Wanita dalam Hukum Pidana 

Islam Menurut Pendapat Ibnu Hazm”. Pradita membahas, menurut undang-

undang pidana Islam laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. 

Bahkan sanksi yang di tetapkan kepada laki-laki dan perempuan kadarnya sama, 

sebagaimana pelanggaran yang dilakukan. 

Islam memandang seorang perempuan dan laki-laki mempunyai kapasitas 

kesaksian. Mayoritas ulama berpendapat, terdapat beberapa perkara yang dalam 

kebiasaannya tidak boleh kaum laki-laki mengetahuinya, hanya perempuan yang 

dibolehkan dalam perkara tertentu. Sementara Ibnu Hazm merupakan seorang 

ulama dalam mazhab Zahiri, mempunyai pandangan bahwa bukan hanya laki-laki 

yang kesaksiannya diterima dalam bermacam-macam peristiwa hukum, 

perempuan juga bisa diterima kesaksiannya. 

Sedangkan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pendapat Ibnu Hazm 

Tentang Saksi Dalam Jual Beli”. Umi mengkaji pandangan Ibnu Hazm tentang 

persaksian dalam jual beli, Ibnu Hazm memandang kesaksian dalam jual beli itu 

wajib, dan kesaksiaan dalam jual beli hukumnya dikatakan wajib setelah 
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sempurna melakukan akad transaksi. Terdapat perbedaan dalam jual beli, 

mayoritas ulama berpandangan hukumnya jual beli ialah sunnah. Karena hati-hati 

dalam melakukan jual beli sangat dianjurkan, untuk menghindari kejadian yang 

merugikan salah satu pihak. Pendapat Ibnu Hazm terkait kesaksian dalam jual beli 

berdasarkan kepada surat al-Baqarah: 282-283, bahwa adanya saksi dalam jual 

beli dan saksi tersebut tidak boleh menimbulkan kesulitan itu semua perintah dari 

Allah. Keragu-raguan akan hilang, ketika dalam jual beli dihadirkan seorang 

saksi. 

Sementara Rohman, dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pendapat Ibnu 

Hazm tentang Saksi Perempuan dalam Pernikahan”. Membahas terkait 

pandangan Ibnu Hazm yang membolehkan wanita menjadi saksi dalam 

perkawinan. Tetapi, perbandingannya ialah dau wanita dan satu laki-laki. 

Pandangan Ibnu Hazm terkait wanita menjadi saksi berdasarkan kepada sunnah 

Rasullah, beliau bersabda yang artinya, “Satu laki-laki perbandingannya dengan 

dua wanita”. Dapat diambil kesimpulannya, Hadis ini tidak memberikan batasan 

kepada laki-laki dan wanita. Ibnu Hazm tidak hanya membolehkan kesaksian 

wanita dalam hal tertentu, akan tetapi dalam semua perkara meskipun tidak ada 

saksi laki-laki. 

Sedangkan dalam penelitian skripsi oleh Nur dengan judul “Kedudukan 

Saksi Perempuan dalam Kasus Perceraian (Analisis Perbandingan Pendapat 

Empat Mazhab dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia)”, dikaji tentang 

pandangan imam mazhab khususnya imam Syafi‟i, Maliki dan Hanabilah 

membolehkan kedudukan perempuan menjadi saksi dengan adanya laki-laki. 
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Sementara menurut imam Hanafi tanpa adanya laki-laki, perempuan boleh 

menjadi saksi. Berbeda dengan hukum positif, perempuan dan laki-laki sama, 

karena perempuan boleh mengerjakan pekerjaan laki-laki, begitu juga sebaliknya. 

Penelitian skripsi lain oleh Yulia yang berjudul “Keabsahan Saksi 

Perempuan dalam Penetapan Rada‟ah (Studi Analisis Pendapat Imam Syarkhasi 

dan Ibnu Qudamah)” mengkaji terkait pandangan al-Syarkhasi dan Ibnu 

Qudamah yang berbeda pendapat, karena ada beberapa hal, pertama, sumber 

hukum digunakan oleh al-Syarkhasi dan Ibnu Qudamah. al-Syarkhasi merujuk 

kepada hadis mursal sahabat Umar. Dalam hadis tersebut, diterimanya kesaksian 

yaitu dengan disaksikan laki-laki dua orang atau perempuan dua orang bersama 

seorang laki-laki. Sementara Ibnu Qudamah pandangannya berdasarkan kepada 

Hadis riwayat Imam Bukhari yaitu satu saksi perempuan dianggap sah dalam hal 

susuan, jika ridha dan disumpah. Kedua, mindset yang digunakan oleh al-

Syarkhasi dan Ibnu Qudamah berbeda. Ketiga, adanya illat yang berbeda terkait 

saksi perempuan. Keempat, komitmen al-Syarkhasi dan Ibnu Qudamah dalam 

bermazhab. 

Selanjutnya penelitian skripsi oleh Shofa dengan judul “Studi 

Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi‟i tentang Saksi 

Perempuan dalam Akad Nikah”. Shofa membahas sebuah perbandingan terkait 

kesaksian perempuan dalam akad nikah. Pandangan dari Mażhab Hanafi, dalam 

keadaan yang tidak memungkinkan (darurat) kesaksian perempuan dibolehkan 

tanpa saksi laki-laki. Akan tetapi, mazhab Hanafi lebih menitikberatkan bahwa 

saksi laki-laki harus disertakan, karena persaksian laki-laki setara dengan dua 
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perempuan. Landasan dari mazhab Hanafi ada dua, antara lain, perkataan Umar 

(qawalus sahabah) dan Qiyas (persoalan nikah yang di Qiyaskan pada persoalan 

pinjam meminjam dengan illatnya ialah saksi), yang berdasarkan kepada QS. Al-

Baqarah [2]: 282. Sementara mażhab Syafi‟i menyatakan, kesaksian dau orang 

laki-laki itu mutlak, dan kesaksian perempuan dalam pernikahan dianggap tidak 

sah (batal). Landasan mazhab Syafi‟i ialah Abu Ubaid meriwayatkan sebuah 

Hadis yang kajiannya tentang kesaksian perempuan yang tidak dibolehkan dalam 

masalah hudud, pernikahan dan perceraian. 

Dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zaini, dengan judul 

“Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Pernikahan Menurut Ibnu Hazm dan 

Relevansinya dengan KHI” dikaji tentang pandangan Ibnu Hazm. Beliau 

berpendapat dalam hal kesaksian nikah perempuan dan laki-laki tidak memiliki 

perbedaan. Dari pandangan Ibnu Hazm dan KHI terdapat relevansi dalam 

kesaksian nikah. Ibnu Hazm membolehkan perempuan menjadi saksi nikah 

dengan ketentuan perempuan separuh dari laki-laki. Tetapi KHI masih membatasi 

gerak perempuan untuk menjadi saksi nikah, karena KHI masih berpijak kepada 

pendapat ulama salaf seperti Imam Syafi‟i, Hambali, Maliki. 

Penelitian Tesis oleh Yuli yang berjudul “Kedudukan Saksi Perempuan 

Dalam Perbuatan Zina (Analisa Komparatif Pemikiran Imam Syafi‟i Dan Ibnu 

Hazm)”, Yuli membahas tentang pandangan Imam Syaf‟i dan Ibnu Hazm 

berkenaan dengan saksi perempuan dalam perkara zina. Dalam perkara zina, 

perempuan tidak dibolehkan menjadi saksi, alasannya ialah ketika menjadi saksi 

dalam perkara zina harus hati-hati dan bisa juga menyebabkan berlakunya 



13 
 

 
 

hukuman zina. Sedangkan dalam perkara zina, kesaksian perempuan dibolehkan 

menurut Ibnu Hazm, meskipun terdapat sebuah tawaran alternatif ketika 

mengatasai sebuah problem dalam pembuktian zina. Zaman yang terus 

berkembang signifikan memberikan sebuah kabar, bahwa kesaksian perempuan 

sangat penting ditengah perubahan sosial dewasa ini. 

Sedangkan Unggul Pahmi dalam Tesisnya dengan judul “Kompetensi 

Saksi Wanita dalam Pernikahan (Studi Komparasi dalam Perspektif Mazhab 

Hanafi dan Syafi‟i)” mengkaji saksi nikah menurut mazhab Syafi‟i dalam akad 

pernikahan adalah mewajibkan. Dan mensyaratkan saksi yang menghadiri dan 

menyaksikan pernikahan tersebut semuanya adalah dua orang laki-laki tanpa 

diganti saksi perempuan, atau seorang laki-laki digantikan oleh perempuan dua 

orang. Alasannya yang pertama, karena perempuan itu cepat lupa, lalai, tidak 

mempunyai keyakinan yang kuat, lebih mendahulukan emosi dari pada fikiran 

sehat, dan lain-lain. 

Kedua, adanya hadis bahwa “Dalam perkara hudud, pernikahan, dan 

perceraian, kesaksian perempuan tidak dibolehkan.” Selain itu, dalam pernikahan 

itu tidak ada hubungannya dengan kebendaan (jual-beli). Sedangkan pendapat 

mazhab Hanafi tentang saksi dalam akad nikah tidak hanya laki-laki semua, akan 

tetapi boleh diganti dengan wanita, yakni perempuan yang berjumlah dua orang 

bisa menggantikan seorang laki-laki. Alasannya adalah mengqiyaskan kesaksian 

pernikahan dengan saksi transaksi hutang piutang (mu‟amalah). 

Fokus kedua, terkait kedudukan perempuan dan peran perempuan telah 

juga banyak dikaji. Paper yang disusun oleh Khoirul Hadi yang berjudul “Status 
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Hukum Perempuan Menurut Ibnu Hazm dan Kedudukannya dalam Kompilasi 

Hukum Islam” membahas terkait pandangan Ibnu Hazm bahwa status hukum 

yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki kedudukannya sama. Sedangkan 

status kedudukan perempuan di Indonesia sebagaimana termanifestasikan dalam 

KHI, maka pemikiran Ibnu Hazm masih jauh dari kenyataan. Ibnu Hazm 

menyimpulkan bahwa status kedudukan hukum perempuan dan laki-laki sama. 

Pemikiran ini melampaui perspektif gender, HAM, multikulturalisme, pluralisme, 

dan demokrasi yang masih belum familiar dengan ulama Indonesia. Inilah 

diantara argumentasi yang dikalim sebagai alasan gagalnya inisiatif Counter Legal 

Drafting (CLD) KHI. 

Paper lain adalah paper yang ditulis oleh Agustin Hanapi dengan judul 

“Peran Perempuan dalam Islam”, yang membahas seorang perempuan ketika 

memilih pasangan hidupnya mempunya kebebasan penuh, dan tidak dibolehkan 

walinya menikahkan dalam keadaan terpaksa. Padahal seorang perempuan harus 

mendapatkan izin dan persetujuan dari wali. Kedudukan dimata hukum antara 

perempuan dan laki-laki sama. Jika seorang perempuan mau mengakhiri 

kehidupan rumah tangganya, maka Islam memberikan hak dengan cara khulu‟. 

Sedangkan keutamaan seseorang karena jenis kelaminnya dalam al-Qur‟an tidak 

ada ayat yang menunjukkan kepada hal tersebut. 

Selain itu terdapat paper lain yang ditulis oleh Henri Shalahuddin dengan 

judul “Konsep Kesetaraan dalam Kesaksian Perempuan: Antara Perspektif 

Wahyu dan Perspektif Gender” membahas kesetaraan dalam kesaksian wanita 

menurut pandangan wahyu dan gender. Kaum feminis berpandangan bahwa 
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kesaksian wanita setengah dari kesaksian laki-laki hanya mengakibatkan 

diskriminasi. Kesaksian wanita dibolehkan secara mutlak terhadap perkara yang 

laki-laki tindak memungkinkan. Dari itulah, untuk menyikapi persoalan kesaksian 

wanita dalam pandangan gender dan pemikiran Islam ada hal-hal mendasar yang 

perlu diketahui. Pada dasarnya, persoalan gender dalam pandangan pemikiran 

Islam sejalan dengan fitrah manusia disetiap keadaan dan masa. 

Penelitian tentang saksi perempuan sudah ada yang meneliti, baik 

bentuknya seperti skripsi, tesis dan jurnal atau karya ilmiah yang lain. Sementara 

penelitian yang spesifik dalam persoalan saksi perempuan dalam pernikahan 

perspektif Ibnu Hazm ada beberapa yang mengkajinya, tetapi hanya dalam bentuk 

skripsi. Sedangkan dalam bentuk tesis belum penulis temukan, dan juga dalam 

bentuk skripsi kajiannya kurang komprehensif. Sehingga sangat urgen untuk 

dilakukan kajian lebih dalam lagi dengan teori atau metode yang lebih relevan. 

Selain itu, hasil yang diperoleh dapat menjadi sebuah alternatif yang diharapkan 

bisa berdialog dengan persoalan-persoalan yang ada di setiap lini kehidupan 

masyarakat. 

E. Kerangka Teoritik 

Mengkaji ataupun menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan teori 

hukum Islam yaitu Teori Istidlal. Teori Istidlal adalah suatu proses mencari dalil 

diluar keempat d alil (al-Qur‟an, Hadis, Ijma‟ dan Qiyas) yang dijadikan sebuah 

pijakan.
19

 

                                                           
19

 Bambang Subandi, dkk., Studi Hukum Islam (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), hlm. 

250-251. 
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Sedangkan penulis menggunakan beberapa teori untuk lebih tajam dalam 

menganalisis, yaitu Teori Bayani, Teori Irfani dan Teori Burhani. Teori Bayani 

merupakan bentuk dalam pemikiran yang berdasar pada teks. Dalam memberikan 

arah yang benar, teks suci memiliki otoritas penuh, sedangkan rasio hanya 

berfungsi sebagai bagaimana cara mengamankan otoritas teks.
20

 

Sementara Teori Irfani ialah sebuah bentuk teori berfikir berdasarkan 

pengalaman dan pendekatan atas realita dalam masyarakat. Dalam bahasa lain, 

teori irfani adalah aspek teori esoteris (khusus) atau bangunan batin teks. Namun, 

dapat dikatakan diterimanya suatu keberadaan teks suci ketika sesuai dengan 

aturan yang logis. Sedangkan Teori Burhani yaitu aktivitas berfikir dalam 

menetapkan sebuah kebenaran proposisi satu dengan yang lain, dan kebenarannya 

dapat dibuktikan dalam bentuk aturan atau sebagai kebenaran tanpa pembuktian.
21

 

Selanjutnya penjelasan lebih spesifik terkait Teori Bayani, Teori Irfani dan 

Teori Burhani. Teori bayani ini didalamnya adalah ilmu bayan yang terdiri dari 

fiqih, nahwu, balaghah dan teologi yang berdasarkan kepada satu sistem 

pengetahuan yang berpegang kepada analogi dunia transenden dengan dunia 

inderawi (qiyas al-ghaib „ala al-syahid), sebagai metode untuk menghasilkan 

pengetahuan. Kemudian disebut dengan “rasionalitas agama Arab”, dimana 

aplikasi dasarnya sangat terikat dengan bahasa Arab (sebagai cara pandang dan 

orientasi).
22

 

                                                           
20

 Nurfitriyani Hayati, “Epistemologi Pemikiran Islam Abied Al-Jabiri dan Implikasinya 

bagi Pemikiran Keislaman,” Journal of Islamic dan Social Studies, Vol. 1:3, (Januari-Juni 2017), 

hlm. 77 
21

 Ibid., hlm. 78. 
22

 Muhammad Abed al-Jabiri, Formasi Nalar Arab: Kritik Tradisi Menuju Pembebasan 

dan Pluralisme Wacana Interreligius, diterjemahkan dari buku Takwin al-„Aql al-„Arabi (Beirut: 
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Teori Irfani ini didalamnya ialah ilmu Irfan yang terdiri dari pemikiran 

syiah dan tasawuf, filsafat Isma‟iliyah, tafsir Al-Qur‟an esoterik, filsafat 

iluminatif, kimia, farmasi, botani astrologis, sihir, jimat dan ilmu astrologi dan 

lainnya. Hal tersebut didasarkan kepada sistem pengetahuan yang dilandaskan 

kepada al-kasyf wa al-wishal “saling menarik dan saling tolak” (tajadzub wa 

tadafu‟) sebagai metodenya. Kemudian disebut juga “irasionalitas yang rasional”, 

yakni yang terkait dengan akal dan bukan dengan agama, dan ini dirintis oleh 

Hermetisme (sebagai cara pandang dan orientasinya).
23

 

Sedangkan Teori Burhani didalamnya yaitu ilmu burhan yang terdiri dari 

matematika, lagika, ilmu alam (berbagai cabangnya), ilmu ketuhanan bahkan 

metafisika. Hal tersebut didasarkan kepada satu sistem pengetahuan yang 

didasarkan kepada pengalaman empiris dan penarikan kesimpulan secara rasional 

sebagai metodenya. Kemudian disebut dengan “rasionalitas yang rasional”,  yakni 

pengetahuan rasional yang didasarkan kepada premis-premis rasional - sebagai 

cara pandang dan orientasi.
24

 

Ketiga teori yang telah dijelaskan diatas dibangun oleh Muhammad Abid 

al-Jabiri (al-Jabiri). Dalam pandangan al-Jabiri, konsep teori tersebut ialah 

melakukan pembacaan terhadap tradisi turats dengan berupaya melakukan 

penelaahan untuk menemukan warna epistemologi. Beliau menulis bahwa adanya 

sebuah permasalahan struktural dasar pemikiran dalam struktur akal arab, yaitu 

cenderung untuk selalu memberikan otoritas referensi pada zaman dahulu (masa 

                                                                                                                                                               
Markaz Dirasat al-Wihdah al-„Arabiyah, 1989). Alih bahasa Imam Khoiri, (Yogyakarta: IRCISoD, 

2003), hlm. 493. 
23

 Ibid., hlm. 494. 
24

 Ibid., hlm. 494. 
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lampau).
25

 Teori yang penulis gunakan relevan dengan judul yang akan dikaji dan 

diteliti. 

F. Metode Penelitian 

Mengkaji dan menelaah suatu penelitian, maka perlu yang namanya 

metode penelitian. Karena metode penelitian ini salah satu keguanaannya ialah 

untuk mendapatkan sebuah data yang akan menjadi suatu analisis kajian. Selain 

itu, dalam sebuah penelitian sangat urgen adanya metode penelitian. Sehingga 

sebuah penelitian dapat menghasilkan sesuatu yang baru, bila mana peneliti tepat 

dalam memilih metode. 

Metode dalam menghimpun data penelitian dan dijadikan pisau analisis 

dengan standart tingkatan yang telah dilakukan ialah metode penelitian.
26

 Dalam 

metode penelitian, ada hal-hal penting yang sangat perlu dipaparkan, sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dalam tesis ini. Penelitian 

kualitatif (cualitative research), dalam pandangan salah satu tokoh yaitu Creswell 

(2008) mengartikan sebagai penelaahan kepada sebuah persoalan yang sangat 

urgen.
27

 Dalam definisi lain, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang 

tidak didasarkan kepada perhitungan. Artinya pengumpulan data dari semuanya 

berupa sebuah kata bukan angka. 

                                                           
25

 Issa J. Boullata, Dekontruksi Tradisi, Gelagar Pemikiran Arab Islam (Yogyakarta: 

LKiS, 2001), hlm. 65. 
26

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 126. 
27

 J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya 

(Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 6. 
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Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan filosofis. Dalam 

pendekatan filosofis ada tiga orientasi yang menjadi pijakan untuk memahaminya. 

Tiga orientasi tersebut ialah ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
28

 

Ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling menyeluruh, 

penyelidikan ontologi ini meliputi semua pertanyaan dan penelitian yang lebih 

bersifat parsial.
29

 Epistemologi berarti ilmu pengetahuan sebagai upaya intelektual 

“menempatkan sesuatu sesuai dengan kedudukannya”.
30

 Sedangkan Aksiologi 

merupakan ilmu pengetahuan yang memperhatikan sebuah persoalan nilai dan 

kemanfaatannya.
31

 Dalam pengertian lain, aksiologi memiliki arti teori sebagai 

nilai yang berkaitan dengan manfaat ilmu pengetahuan yang didapatkan. 

Dari segi ontologi, pendekatan filosofis ini digunakan untuk menjelaskan 

seluruh pertanyaan dan pernyataan tentang hakikat saksi perempuan. Sedangkan 

dari segi epistemologi, pendekatan filosofis ini digunakan untuk menjelaskan atau 

menemukan dasar atau sumber, metode terkait kebolehan kesaksian perempuan. 

Sementara dari segi aksiologi, pendekatan filosofis ini digunakan untuk 

mengimplementasikan dan mengaplikasikan apakah saksi perempuan relevan 

dalam keadaan dewasa ini. 

Sementara dalam tesis ini, peneliti lebih spesifik menggunakan pendekatan 

filosofis-epistemologis. Dikarenakan yang diteliti ialah terkait dengan sumber 

atau dasar, metode dan alasan-alasan dalam hal perempuan boleh menjadi saksi, 

                                                           
28

 Aripin Banasuru, Filsafat dan Filsafat Ilmu: Dari Hakikat ke Tanggung Jawab 

(Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 95. 
29

 Mohamad Anas dan Ilhamuddin Nukman, Filsafat Ilmu: Orientasi Ontologis, 

Epistemologis, dan Aksiologis Keilmuan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 22. 
30

 Ibid., hlm. 22. 
31

 Mohammad Adib, Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, dan Logika Ilmu 

Pengetahuan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 76. 
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khususnya dalam pernikahan. Dari itulah, pendekatan filosofis-epistemologis 

dalam penelitian ini sebagai sebuah pendekatan yang mendukung teori-teori 

dalam menganalisis tesis yang penulis susun. 

2. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian pustaka (library research) digunakan dalam penelitian ini 

oleh penulis, yakni sebuah metode yang sering digunakan oleh seorang peneliti 

dalam mengkaji dan menelaah sumber atau referensi agar didapat data yang benar. 

Tujuannya ialah untuk memberikan kemudahan bagi peneliti, dan jenis ini 

berkaitan dengan apa yang disajikan dengan cara baru.
32

 

Penelitian studi tokoh merupakan salah satu penelitian yang objek 

kajiannya tiada lain seorang tokoh. Ketika meneliti studi tokoh ada salah satu hal 

yang harus diperhatikan yaitu kelayakan seorang tokoh. Ada tiga hal yang 

menjadi sebuah kajian dalam studi tokoh,
33

 antara lain, pertama, moralitas tokoh. 

Integritas seorang tokoh diketahui dari keilmuannya, ketika menjadi pemimpin, 

apa yang sudah didapat, sehingga berhasil dalam sebuah bidang, dan mempunyai 

kelebihan dan corak khas yang berbeda. 

Kedua, karya-karya yang populer. Bicara karya, bisa berupa karya tulis 

dan apa yang disampaikan secara lisan. Karya tersebut dapat memberi manfaat 

pada setiap orang, baik sezamannya ataupun sesudahnya. Ketiga, kontribusi (jasa) 

dan pengaruhnya terlihat atau setiap orang merasakannya. Kontribusi tokoh ini 

diharapkan memberikan sebuah motivasi dan inspirasi untuk generasi sekarang 

dan akan datang. 

                                                           
32

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12. 
33

 Syahrin Harahap, Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam (Jakarta: Prenada, 2011), 
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Sementara penelitian ini bersifat penelitian preskriptif, yang mana 

penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh masukan terkait dengan apa 

yang akan dikerjakan dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Ketika selesai 

mengumpulkan data, langkah awal ialah mendeskripsikan tentang saksi 

perempuan dalam garis besarnya. Setelah itu, melanjutkan kepada pembahasan 

pokok permasalahan terkait saksi perempuan dalam pandangan Ibnu Hazm. 

3. Sumber Data 

Ada beberapa sumber data dalam penulisan tesis ini, pertama, data primer 

merupakan referensi paling utama. Berdasarkan data primer, penulis 

menggunakan kitab Ibnu Hazm yang berjudul al-Ihkam fi ushul al-Ahkam dan al-

Muhalla. Kedua, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa 

sumber yang ada relasinya dengan data primer. Biasanya sumber data sekunder 

disusun dalam bentuk dokumen atau artikel (Jurnal), dan data ini sebagai 

pelengkap dari data primer. Ketiga, data tersier yaitu data pelengkap, dalam kata 

lain, bahan data pendukung seperti kamus dan ensiklopedia. 

Rujukan yang paling penting adalah karya Ibnu Hazm yang membahas 

terkait saksi dalam pernikahan. Penelaahan saksi pernikahan terdapat dalam 

karyanya yang dituangkan dalam bentuk kitab yang sangat terkenal yaitu al-

Muhalla. Dari irulah al-Muhalla merupakan kitab fikih Ibnu Hazm. Sedangkan 

dalam mengistinbatkan hukum, Ibnu Hazm menjelaskan dalam karyanya yang 

terkenal juga, yaitu kitab al-Ihkam fi ushul al-Ahkam. Dengan demikian, al-Ihkam 

fi ushul al-Ahkam ialah kitab ushul fikih Ibnu Hazm. 
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4. Analisis Data 

Ketika data terkumpul dalam penelitian ini, maka data tersebut di analisis 

dengan menggunakan analisis isi (content analisis). Yaitu pola yang dilakukan 

dalam penelitian ini untuk menemukan suatu persoalan (dalam hal ini kitab Ibnu 

Hazm) yang memberikan gambaran terhadap kondisi penulis dan masyarakat pada 

waktu penulisan kitab.34 

Selain itu, menggunakan metode kualitatif secara induktif dalam analisis 

data. Dalam metode tersebut, cara yang harus dilakukan ialah mengumpulkan 

data, menyusun, dan mengklasifikasikan kedalam sub-sub yang akan dipaparkan. 

Setelah itu, menganalisis dan menjelaskan dengan kerangka penelitian dan 

diberikan penafsiran yang deskriptif. Dari itulah, secara terstruktur terdapat 

langkah-langkah analisis, antara lain: 

1. Data yang dikumpulkan didapat dari referensi-referensi yang sifatnya utama 

dan pendukung. 

2. Data yang disusun harus sejalan dengan perencanaan outline yang sudah 

ditentukan. 

3. Data yang ditafsirkan sudah terstruktur dengan melalui ketentuan sebuah 

pendekatan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Alur penulisan dalam tesis yang disertai dengan nalar atau argumentasi 

sehingga terbentuklah struktur tesis ialah sistematika pembahasan.
35

 Agar sebuah 

pembahasan lebih fokus dan komprehensif, maka terdapat tiga klasifikasi 

                                                           
34

 Soejono dan Abdurrahman, Metode Pemikiran Suatu Pemikiran dan Penerapan 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 14. 
35
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penelitian, yakni bagian pendahuluan, isi dan penutup. Latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan merupakan pendahuluan 

dan letaknya dibagian pertama. Tujuan bab pendahuluan ialah sebagai prolog serta 

penjabaran permasalahan yang diteliti. Selain itu, bab pendahuluan ini sebagai 

dasar atau pijakan dalam penelitian. 

Selanjutnya terdapat dua bab yang dituangkan dalam isi, yaitu pertama 

adalah bab kedua yang mengkaji teori atau pengembangan landasan teori tentang 

saksi perempuan dalam pernikahan. Pada bab ini dipaparkan secara detail 

pengertian dan dasar hukum kesaksian dalam nikah, dilanjut ke pemaparan syarat 

dan rukun saksi pernikahan, dan saksi perempuan menurut para ulama dan 

perundang-undangan. Kedua adalah bab ketiga yang membahas tentang objek 

yang menjadi fokus penelitian. Pada bab ini dipaparkan Ibnu Hazm dan Pemikiran 

hukum perkawinan Islam. Serta menjelaskan biografi, karya, metode penemuan 

hukum dan pandangan Ibnu Hazm terkait status perempuan dalam rukun saksi 

nikah. 

Sedangkan bab keempat membahas tentang analisis yang merupakan 

detesis, argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori. Pada 

bab ini dipaparkan kebolehan kesaksian perempuan dalam pernikahan. Selain itu, 

pada bab ini akan dikaji dasar istinbat hukum kebolehan perempuan menjadi 

saksi, burhani sebagai metode penemuan hukum dan nilai atau alasan kebolehan 

kesaksian perempuan. Bab terakhir yaitu penutup, yakni bab kelima yang terdiri 

dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan semua pembahasan yang 
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diringkas dan menjawab rumusan masalah, antara rumusan masalah dan 

kesimpulan harus selaras. Sedangkan saran ialah kritik, masukan, usul, maupun 

rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Permasalahan yang diteliti dan dikaji sudah dipaparkan pada bab-bab 

sebelumnya, sehingga penulis menyimpulkan untuk dapat menjawab 

permasalahan, sebagai berikut: 

1. Sumber penemuan hukum Ibnu Hazm terdapat dalam kitabnya yang 

berjudul al-Ihkam fi Usul al-Ahkam. Didalam kitab tersebut Ibnu Hazm 

menjelaskan, bahwa sumber penemuan hukum berpedoman kepada al-

Qur‟an, Hadis, dan Ijma‟. Namun, ketika didalam al-Qur‟an, Hadis, dan 

Ijma‟ tidak jelas atau tidak ditemukan terkait pemecahan hukumnya, 

maka Ibnu Hazm menggunakan metode Istidlal. Metode Istidlal nama 

lainnya ialah Dalil. Dalil dalam pandangan Ibnu Hazm ada dua 

klasifikasi, pertama, Dalil yang berdasarkan kepada al-Qur‟an dan 

Hadis. Dan kedua, Dalil yang berdasarkan kepada Ijma‟ para sahabat. 

Bicara Dalil, beberapa ulama memandang Ibnu Hazm bahwa adanya 

ketidak-konsistenan dalam hal penggunaan Dalil. Karena dilain sisi, 

Ibnu Hazm secara tidak langsung dalam masalah furu‟ fiqih 

menggunakan Qiyas dan secara langsung Ibnu Hazm menolaknya, 

meskipun tetap bersiteguh kepada Dalil. 

2. Metode penemuan hukum Ibnu Hazm dengan menggunakan metode 

ijtihad. Dalam berijtihad Ibnu Hazm menggunakan metode Istidlal. 

Ibnu Hazm dalam menemukan sebuah hukum berdasarkan kepada dua 
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klasifikasi, pertama, melihat kepada wahyu (al-Qur‟an dan Hadis), 

apakah makna al-Qur‟an dan Hadis itu berisi perintah atau larangan. 

Kedua, apakah al-Qur‟an dan Hadis itu bersifat umum („amm) atau 

khusus (khas). Dilain sisi, pemahaman terhadap wahyu (al-Qur‟an dan 

Hadis) dapat melalui sebuah pendekatan metode epistemologi bayani 

dan burhani. Epistemologi bayani ini, sebuah pemahaman pengetahuan 

langsung kepada teks, tanpa perlu penafsiran lain. Sementara dalam 

epistemologi burhani, pemahaman pengetahuan dengan akal 

(penalaran). Didalam kitabnya Ibnu Hazm lebih cenderung kepada 

metode burhani.  

3. Ibnu Hazm merupakan salah satu ulama kontemporer yang bermazhab 

Zahiri. Mazhab Zahiri terkenal, salah satu faktornya ialah karena 

pemikiran Ibnu Hazm yang lebih bersifat tekstualis. Sehingga 

implikasinya terhadap pembaharuan hukum Islam memberikan atau 

menawarkan sebuah metode yaitu metode ijtihad. Dalam metode 

ijtihadnya, Ibnu Hazm menggunakan metode Istidlal, dan ini menjadi 

sebuah sumbangan alternatif dalam mengistinbatkan hukum. Apalagi 

dewasa ini, berbagai macam persoalan yang muncul. Dengan demikian, 

pembaharuan hukum Islam selalu dinamis menyesuaikan dengan 

keadaan yang terjadi di masyarakat. 

B. Saran 

Dinamika kehidupan terus mengalami kemajuan yang begitu signifikan, 

baik dalam hal yang bersifat publik dan privat. Dewasa ini, isu-isu yang 
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mendiskriminasi terhadap kaum perempuan, menjadi perhatian dikalangan para 

pemikir Islam khususnya para reformis hukum Islam. Padahal kesetaraan dan 

keadilan gender sering menjadi pembahasan di instansi-instansi, dalam hal ini 

disetiap Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta. Tetapi, antara teori dan 

aplikasi dilapangan kadang tidak sejalan. Sehingga mengakibatkan terjadinya 

diskriminasi terhadap kaum yang dapat dikatakan menjadi orang kedua 

(perempuan). Dari itulah, para akademisi khususnya dan semua pihak pada 

umumnya seharusnya terus melakukan pengkajian dan penelaahan, bagaimana 

seorang perempuan itu bisa tampil seperti halnya orang laki-laki. 
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